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/ DUA bantuan pembangunan masjid diduga fiktif yakni
masjid Nurul Faisal dan Al Faisal disahkan dalam anggaran
APBD maupun APBD-Perubahan. Dua anggaran bantuan
masing-masing Rp50 juta tersebut diketahui fiktif setelah
bagian Kesra Pemkab Tolitoli melakukan pengecekan alamat
dua masjid tersebut, namun tidak ditemukan.

“Kami sudah cek keberadaan masjidnya, tapi tidak kami
temukan. Biasanya untuk mengetahui bantuan seperti ini
melalui proposal pengajuan anggaran, tapi karena sekarang
ini pos bantuan rumah ibadah ditangani langsung anggota
DPRD, sehingga kami tidak tahu lagi,” ungkap salah seorang
staf bagian Kesra yang namanya enggan disebutkan.

Berdasarkan daftar uraian Rincian Dokumen Pelaksanaan
Belanja Tidak Langsung (RDPBTL) dalam APBD tahun
2011, dari 145 rumah ibadah yang mendapat bantuan, hanya
dua masjid tersebut yang tidak mencantumkan alamat dalam
daftar.

Bahkan dalam deretan pos bantuan yang disahkan dalam
APBD-Perubahan, dana bantuan dua masjid tersebut kembali
dianggarkan dengan nilai bantuan yang sama yakni Rp50 juta
untuk masing-masing masjid tersebut.

Dikonfrimasi menganai masalah tersebut, Wakil Ketua
DPRD Tolitoli, Arifin S Achmad SH kepada Radar Sulteng
mengatakan, selaku pimpinan DPRD ia hanya mengetahui
bahwa pos bantuan rumah ibadah memang diusulkan oleh
anggota DPRD melalui masing-masing fraksi. Sehingga ia
tidak mengetahui siapa person yang telah mengusulkan
permohonan dua bantuan masjid tersebut.

“Jika ditanya siapa yang mengusulkan saya tidak tahu. Yang
bisa saya jelaskan bahwa memang untuk pengusulan bantuan
ruthah ibadah diajukan oleh anggota DPRD melalui fraksi,”
jelas Arifin ditemui di ruang kerjanya.

Arifin juga mengaku tidak mengetahui Jlka anggaran
tersebut kembali dimasukan dalam APBD-Perubahan.

“Yang saya tahu, saat disahkan dalam APBD 2011, dana
bantuan itu tidak bisa dicairkan karena rumah ibadah yang
dimaksud tidak jelas. Tapi kalau anggaran bantuan itu masuk
lagi dalam APBD-Perubahan, saya juga bmgung, kata
Arifin.

Dimintai keterangan seputar pencairan dana bantuan
tersebut, Herlina selaku Kepala Seksi (Kasi) Anggaran dan
Pembiayaan DPPKAD kepada wartawan mengatakan, meski
dana tersebut disahkan dan masuk dalam RDPBL, namun
pihaknya tidak mencairkan dana tersebut. Alasannya karena
ketidakjelasan administrasi maupun keberadaan rumah
ibadah tersebut.

Menanggapi kejanggalan tersebut, direktur LSM Bumi
Bakti Ahmad Pombang, mengatakan, hal tersebut merupakan
bukti perilaku menyimpang yang dilakoni oknum anggota
DPRD, yang coba merampok anggaran rakyat dengan
menggunakan kewenangan yang dimilikinya.

“Kejadian seperti ini merupakan manipulasi, jika tidak
terendus, bisa saja dana itu dicairkan dan dikuasai secara
pribadi, namun karena terungkap, sehingga sulit dicairkan
dan bahkan mengelak untuk mengakui siapa yang.
mengusulkan anggaran bantuan tersebut,” ujar Ahmad.

Untuk itu, Ahmad menegaskan, meminta kepada Badan
Kehormatan (BK) DPRD untuk segera melakukan
pemeriksaan dan memberi sanksi tegas kepada siapa saja
oknum anggota DPRD yang telah melakukan prilaku yang
menyimpang tersebut. (yus)










